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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menyebabkan korban luka berat bahkan meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa lalu lintas tidak hanya merupakan persoalan teknis transportasi, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan penegakan hukum secara tegas dan profesional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur kewajiban pengguna jalan serta sanksi pidana terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan. Ketentuan Pasal 310 ayat (4) secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kelalaian dalam berkendara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa kelalaian (culpa) dalam berkendara dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor, adanya bentuk kesalahan berupa kelalaian atau kurang hati-hati, terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta adanya akibat berupa meninggalnya orang lain sebagai hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut. Pasal ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, sehingga fokus pembuktiannya terletak pada apakah pelaku lalai dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengemudi yang wajar. Dengan demikian, ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa pengguna jalan serta menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari peran penyidik kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Tahap penyidikan merupakan proses penting dalam sistem peradilan pidana karena bertujuan untuk mengumpulkan bukti, menemukan tersangka, dan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Keberhasilan proses penyidikan sangat menentukan kelanjutan proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan.

Peran penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia memerlukan ketelitian dan profesionalisme tinggi. Penyidik harus mampu membuktikan unsur kelalaian, hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembuktian unsur kelalaian seringkali menjadi tantangan karena memerlukan analisis terhadap fakta kejadian, saksi, serta barang bukti.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Mandailing Natal menunjukkan adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/186/VI/2025/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA, kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Sipolu-Polu yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah ditabrak kendaraan bermotor. 
Proses penyidikan terhadap perkara tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Tahap penyidikan tersebut kemudian dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam surat P-21 yang menyatakan bahwa tersangka melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Berdasarkan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 65 huruf c KUHAP terbaru, terdapat perbedaan kewenangan penahanan pada setiap tahapan proses pidana. Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan, tetapi tidak wajib menahan apabila penahanan belum dianggap perlu. Pada tahap penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan setelah perkara dilimpahkan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim juga memiliki kewenangan melakukan penahanan melalui penetapan hakim. Dalam perkara Pandri Wahyu, pola ini terlihat jelas karena penyidik tidak melakukan penahanan, sedangkan penuntut umum dan hakim kemudian melakukan penahanan setelah perkara masuk ke tahap penuntutan dan persidangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka Pandri Wahyu pada tahap penyidikan tidak bertentangan dengan KUHAP terbaru. Secara objektif, tindak pidana yang disangkakan memang memenuhi syarat Pasal 100 karena diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Namun, secara kewenangan, Pasal 99 hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menahan, bukan kewajiban untuk menahan. Selain itu, dokumen penyidikan menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan, saksi diperiksa, visum dimintakan, barang bukti disita, dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Oleh karena itu, penahanan baru dilakukan pada tahap penuntutan dan persidangan berdasarkan kewenangan penuntut umum dan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf c dan Pasal 99 KUHAP terbaru.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, diperoleh keterangan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi secara tiba-tiba dan disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pengemudi kendaraan bermotor. Para saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian, tersangka mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi, namun kurang memperhatikan kondisi jalan di sekitarnya, khususnya keberadaan pejalan kaki yang sedang melintas.

Salah satu saksi menyatakan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, korban sedang berada di badan jalan dan hendak menyeberang, namun tersangka tidak sempat menghindar sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka serius. Saksi lainnya juga menegaskan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut, melainkan murni karena kelalaian pengemudi yang kurang fokus dalam berkendara.

Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa setelah kejadian, tersangka tidak melarikan diri, melainkan tetap berada di lokasi dan berusaha memberikan pertolongan kepada korban.
 Hal ini menunjukkan adanya sikap kooperatif dari tersangka dalam menghadapi peristiwa tersebut. Keterangan para saksi tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan tersangka yang menyatakan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian tersangka dalam mengendalikan kendaraan bermotor.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia memerlukan koordinasi yang baik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Kualitas penyidikan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penyidikan yang tidak profesional dapat mengakibatkan berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum atau bahkan dapat menyebabkan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, seperti keterbatasan alat bukti, kurangnya saksi, serta kesulitan dalam membuktikan unsur kelalaian. Kendala tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan dapat menghambat tercapainya keadilan bagi korban maupun pelaku. Penyidik dituntut memiliki kemampuan teknis dan yuridis yang memadai dalam menangani perkara tersebut.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana. Prinsip legalitas, asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi pedoman bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum akan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki posisi strategis dalam menegakkan hukum lalu lintas. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Fungsi tersebut menuntut kepolisian untuk melaksanakan tugas penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Fenomena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukkan pentingnya implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dalam tahap penyidikan. Implementasi ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang.

Urgensi penelitian mengenai implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dalam tahap penyidikan di Polres Mandailing Natal menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul: "Implementasi Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dalam Tahap Penyidikan Di Polres Mandailing Natal (Studi Kasus Di Polres Mandailing Natal)"
B. 
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam tahap penyidikan di Polres Mandailing Natal?
2. Bagaimana kendala dan upaya penyidik Polres Mandailing Natal dalam mengatasi kendala tersebut pada tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Mandailing Natal?
C. 
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam tahap penyidikan di Polres Mandailing Natal.

2. Untuk mengevaluasi kendala dan upaya penyidik Polres Mandailing Natal dalam mengatasi kendala tersebut pada tahap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Mandailing Natal.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam bidang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor serta teori pertanggungjawaban pidana atas dasar kealpaan (culpa). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam tahap penyidikan, serta memperdalam pemahaman mengenai penerapan unsur kelalaian dan proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan oleh kepolisian. 
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
a. Bagi Akademisi
Sebagai sumber informasi dan bahan kajian ilmiah dalam memahami penerapan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan analisis yuridis mengenai implementasi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam tahap penyidikan, serta memperkaya literatur mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia.
b. Bagi Masyarakat
Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari kelalaian dalam berlalu lintas yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memahami proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas.
c. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini juga menjadi media untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi norma hukum dalam praktik penegakan hukum di lapangan, serta merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.
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